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KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts, 421.2/DISDIKPORA/ ©Y0 /2015

TENTANG

FERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAF 15 TAMBUSAI UTARA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 TAMBUSAI UTARA

HEFPALA DINAS PERDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAMRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang 0 4. bahwa untuk mericapa  sasaran strategis di bidang
pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dor
tanajemen pendidizan:

¢ bahwa  untuk  meningkatkan muty,  relevansi  do
manajenien  pendidikan tersebut salah satunya melalui
peinerataan, perluasan dan perubahan serta peringkaian
status pendidiksan:

oo bahva  salah satu unuk prineralaan,  perluusan,
perubahan serta Peningkatan status pendidikan  adaiad,
Gengan Perubahan States Sekolah Menengah Pertama St
Atap 13 Tambusar Utara menjadi Sekalah Menenoul,
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Lanwa beraasasken pertimbangan pada huraf a, by o
adn huraf ¢ tessebut di gras, Peslu menctapkan Kepuitiisan
Kepale  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olashirags
Ralupaten Rokan Hulu lentang Perubahan Status Sekolah
Menengal Pertama Saty Atap 13 Tambusai Utara menjaci
Sekolah Menengak Pertams Negeri 13 Tambusai Utara,

Menpgirent + 1 Undang-undang Republik Indenesia Nomor 53 Tahun 194949,
Wntang Pembentukan kubupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karinun,
Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wuantan
singiogl dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 181 darn Tambahan
Lemgaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubol
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ket| £
Atas Undang-undang Undang-undang Republik Indon=siz
Nomor 353 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 4880};

Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 20 Tahun
2003 tenwang Sistemn Pendidikan Nasional (Lembarun
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78§,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4301):
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Femerintahan Daerab. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambzahan Lembaran
Negura Republik Indoresia Nomor 4437) scbagaimana tclal
diukah beberapa xali, terakhir dengan Undang-undang
Rpublik  Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentany
Perubanan kKedua Atas Uncanzs-undung nowter 32 Taliun
200% {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesiy
Nurnor 4844},

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuarpan antera Pemerintah Pusat
dann  Prmenintah  Gaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 1
lentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Normor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);

Peratnuran Pemerintah Republik Indonesiz Nomor 19 Tahun
2003, tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4446);

Peraturan Pemerintah Republik Indnnesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahar antara
Pemeriniah,  Pemerintahan  Daersh  Provinsi  dan
Femerinlahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera
Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenpgparaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S105)  sebagaimans  telah diubsh  dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 200
tentang Perubahan atas Peranuran Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nemor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 22 Tehun 2006, tentang standar isi;

Peratwrar Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 23 Tehun 2006, tentang Standar Kompetensi
Eelulusar;

Feraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoneiss
Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan
Perididikan;

<. Peraturan Menteri Pendidiken Nasional Republik Indonesiu

Nomor 20 Tahun 2007, tenwang Standar Penilaian
Pendidilean;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Republik Indonesiu
Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;



14, keputusan Mentenn Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomoer: U33/10/2001 temang Podoman Penyusunan
Stander Polayanan Minimal Penyelenggaraan Derscholahan
Bideng Pendidikan Dasar dan menengah;

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 060,41 /2002 rentang Pedoman Pendinian Sekclah;

16, Beputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
MNomar 087 /U 2OOZ teatang Akreditast 8zkelah;

17, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun
2011 tentang Pengesanan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Bupatl Rokan Hulu Propinsi Riaw;

18 Meraturen Bupatl Rokar Hulu Nomer 53 Tahun 2011
tentang Uratan Tupgas dan Tata Kerjn Jabatan Strukroral
pada [¥nas Pendidikan Pernuda dan Clahraga.
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Memperhatikan: Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
Pemada dan Olahraga Kecamatan Tambusai Utara Nomor:
2158,/420/201% tanggal 17 Oktober 2014 peribel Perubahan
status Sekolah Menenpah Pertama Satap menjadi Neper.
MEMUTUSHAN:
Menestapkan
KESATU Perubahkan sttus Sekolah Menengah Perterns Satu Atap 15
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Tarmbusal Utara Menjadi Sekolah Menengsh Pertama Negeri
15 Tambusal Utara

Pengelolans Sekeolal Neweri sebapgaimana dimaksud Dilketiim
RESATH dilazaanzkan secsuai dengan ketentuan peraturan
perundang urdangan.

replrusan i mulal berlaku pada tangeal ditetapkan dengan

keteniuan apabiia dikemudian hasi terdapat kekeliruan dan
#esgahan aken diacakan perbaikan sebagaimana mestinva.

Dntetapzan di Pasir Fengaraian

pada tangeal g Jumeadil Awal 1436 ]
28 Februari 2015 M
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Carjen Pencliditan Dasar Kemdikbud;

Fenals [y

nas Pendidiken dan BEobudevaan Provins) Rau di Pekenbara:

Ketun Dewan Perwakilon Rakyat Ceerah Rabupaten Rokan Hulu;

Kepala

Happeda Kabupaten Rokan Hulw;

Ingpelctur Inspektorst Hab, Hekan {lulu,
Rz, LPKA Kabupaten Rokan flulu;
kepala hantor Perpustaltaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;

Cammg! Tambusast Uara
Kz, UPTD Pendidikan, Pemuda dar Olahrzga Kecamatan Tambusai Utama;
Sekolah vang bersawkluhm
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